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ABSTRAK 

 

Hakim memiliki posisi sentral dalam pengadilan. Putusan hakim dalam 

suatu perkara di pengadilan menggambarkan keadaan penegakkan hukum dan 

keadilan suatu negara. Untuk itu Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial 

membentuk suatu aturan yang disebut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 

(KEPPH) sebagai hasil keputusan bersama agar dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam pengawasan hakim baik internal oleh MA maupun eksternal oleh 

KY. Dalam mengawasi hakim, KY dapat memberikan rekomendasi penjatuhan 

sanksi kepada MA apabila terdapat hakim yang melanggar KEPPH untuk 

selanjutnya segera ditindaklanjuti oleh MA apabila tidak ada perbedaan pendapat 

antar keduanya, namun rekomendasi KY tersebut akan berlaku secara otomatis 

dan wajib dilaksanakan oleh MA apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) 

hari setelah diterimanya rekomendasi tersebut tidak tercapai kata sepakat antara 

KY dan MA. Namun kenyataannya di tahun 2016 saja ada sekitar 22 laporan 

belum ditindaklanjuti oleh MA dari keseluruhan 54 rekomendasi sanksi yang 

diajukan oleh KY. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan 

perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penjelasan secara eksplisit yang 

menegaskan bahwa usulan atau rekomendasi KY tersebut hukumnya mengikat 

dan wajib dilaksanakan oleh MA mengakibatkan rekomendasi tersebut banyak 

yang ditelantarkan atau tidak dijalankan oleh MA meskipun sudah lewat jangka 

waktu 60 hari. Maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial 

dan SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berupa penambahan 

kalimat yang secara tegas menjelaskan bahwa usulan atau rekomendasi KY 

tersebut bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh MA, serta penambahan 

norma sanksi bagi MA atau membentuk instrumen hukum sebagai unsur pemaksa 

yang mengatur agar MA segera menjalankan rekomendasi KY. 
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